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ABSTRAK
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Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap bermanfaat untuk menjamin
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang
tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang didaftarkan dengan maksud dapat
membuktikan bahwa sebagai pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat
hak guna tanah. Di Desa Tales sendiri berdasarkan hasil pra observasi diduga masih
banyak tanah di Desa Tales yang belum memiliki surat hak atas kepemilikan tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan pada saat
pengimplementasian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih
Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersifat studi
kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan
dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa pengimplementasian PTSL di Desa Tales
sudah dilakukan sejak tahun 2019. Program PTSL ini diatur dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Desa Tales dilakukan sesuai dengan peraturan
yang berlaku, namun masih terdapat beberapa hambatan yaitu pendataan saat
pendaftaran atau ketidaksesuaian data riill, minimnya kouta sehingga
mengutamakan wilayah pemukiman daripada persawahan, dan adanya tanah
sengketa sehingga harus memediasi pihak-pihak terkait.

Pengimplementasian program PTSL ini dianggap membantu masyarakat untuk
mendapatkan kepastian hukum atas bukti kepemilikan tanah dengan proses yang
mudah dan murah sedangkan sektor pemerintahan tentunya mendapatkan update
pendataan bidang tanah.

Keywords : Implementasi PTSL, Sertifikasi Tanah, Kepastian Hukum.

vi



